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1.

JENIS LAYANAN/ KBLI /
RISIKO

IZIN USAHA KEHUTANAN LAINNYA / 02209 /MENENGAH
TINGGI

2.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Beruswaha Berbasisi Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan
Perizinan di Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor Nomor 3 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan hidup dan
Kehutanan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian
Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

PERSYARATAN LAYANAAN

Persyaratan Umum

1. Proposal

2. Rencana kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Air meliputi (
volume massa air yang akan disediakan; jumlah kepala keluarga
yang akan memanfaatkan atau penerima manfaat; luas dan jenis
sarana dan prasarana yang akan dibangun; usulan lokasi; dan
sumber pendanaan pembangunan).

3. Pakta Integritas bermaterai yang menyatakan tidak akan
memperjualbelikan jasa lingkungan air untuk tujuan usaha atau
komersial.

4. Surat dukungan dari Kepala Pemerintahan setempat

5. UKL-UPL/ SPPL sesuai peraturan perundangan.

Persyaratan Khusus.

1. Penyediaan Jasa Lingkungan Air dilaksanakan berdasarkan Rencana
Pengelolaan, Areal Pemanfaatan Air dan hasil inventarisasi sumber
daya air.

2. Penyediaan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari debit air
minimal yang telah ditetapkan.

3. Penyediaan dilaksanakan paling banyak 30% (tiga puluh persen)
dari debit air minimal yang telah ditetapkan apabila telah ada
perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkunganair.

4. Penyediaan dilakukan dengan memperhatikan:

a. Perizinan berusaha pemanfaatan atau penyediaan jasa
lingkungan air atau energi air yang sudah ada

b. Daya Dukung Sumber Daya Air

C. Jumlah, sebaran, dan proyeksi pertumbuhan penduduk di




sekitar kawasan
d. Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air
e. Habitat tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi
f. Potensi Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA)

MEKANISME/ PROSEDUR 1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon
secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar dan Izin
2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari
Pelaku Usaha dalam Sistim OSS
3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis
Menotifikasi Persetujuan Persyaratan malalui Sistem 0SS, jika
belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan Notifikasi Perbaikan
Persyaratan
4, jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Teknis, maka Unit
Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala Dinas
PMPTSP
5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha
pada Sistim 0SS
6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi
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